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PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
 

NOMOR   6  TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN AIR TANAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang  :  a.   bahwa untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya 
konservasi dan pendayagunaan air tanah, perlu dilakukan 
pengelolaan air tanah; 

 
b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah, Pemerintah 
Kabupaten perlu menyusun dan menetapkan kebijakan teknis 
pengelolaan air tanah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang  tentang Pengelolaan Air Tanah. 

 
Mengingat  :  1.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  

Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

 
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok–pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

 
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber  Daya  

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004     
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 4377); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa 
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kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12     
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang     
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

 
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725);  

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara      
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara          
Nomor 5059); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3838); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4858); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2008 Nomor 12). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG 

dan  
BUPATI REMBANG 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG                                 

TENTANG  PENGELOLAAN AIR TANAH 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
 
3. Bupati adalah Bupati Rembang. 
 
4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut 

Dinas ESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
Kabupaten Rembang. 

 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral Kabupaten Rembang. 
 
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
 
7. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang air tanah. 
 
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di  bawah permukaan tanah. 
 
9. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat 

menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan 
ekonomis. 

 
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh 

batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis 
seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air 
tanah berlangsung. 

 
11. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang 

mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu 
cekungan air tanah. 

 
12. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah 

yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah. 
 
13. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat 

mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin 
pengusahaan air tanah. 

 
14. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, 

melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan 
konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah serta 
pengendalian daya rusak air tanah. 
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15. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi 

air tanah. 
 
16. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan 

keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas 
dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik 
pada waktu sekarang maupun yang akan datang.  

 
17. Pengawetan  air  tanah  adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan 

ketersediaan air tanah atau kuantitas air tanah agar tersedia  sesuai dengan  
fungsi dan manfaatnya. 

 
18. Eksplorasi air tanah adalah penyelidikan air tanah detail untuk menetapkan 

lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karkateristik sumber air tersebut. 
 
19. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air  untuk 

memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai 
keperluan. 

 
20. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak  untuk memperoleh 

dan memakai air tanah. 
 
21. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak  untuk memperoleh 

dan mengusahakan air tanah. 
 
22. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari 

pemanfaatan air tanah. 
 
23. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air 

dari pemanfaatan air tanah 
 
24. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang 

dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, 
pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan  atau  imbuhan air 
tanah. 

 
25. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan 

terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan 
pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan 
pengusahaan, pemantauan atau  imbuhan air tanah. 

 
26. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau  

mutu air tanah pada akuifer tertentu; 
 
27. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air 

tanah sesuai dengan daya dukungnya.  
 
28. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebutt 

AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 
kegiatan. 

 
29. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, 

yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan 
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 
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30. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum.  
 

BAB II 
 

MAKSUD DAN TUJUAN  
 

Pasal 2 
 

(1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan penertiban, 
pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap penggunaan air tanah 
sesuai dengan pola pengelolaan air tanah secara terpadu. 

 
(2) Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan 

kemanfaatan air tanah yang adil, seimbang dan berkelanjutan, untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 

 
BAB III 

 
PENGELOLAAN 

 
Pasal 3 

 
Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 
dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan    
pengendalian daya rusak air tanah. 
 

Bagian Pertama 
Perencanaan 

 
Pasal 4  

 
(1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana 

pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam 
kegiatan konservasi,  pendayagunaan, dan pengendalian daya  rusak air tanah. 

 
(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

melalui tahapan:  
a.  inventarisasi air tanah;      
b.  penetapan zona konservasi air tanah; dan        
c.  penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah. 

 
Bagian Kedua 
Inventarisasi   

 
Pasal 5 

 
(1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air 

tanah.    
 
(2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :    

a.  kuantitas dan kualitas air tanah;       
b.  kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait    dengan air tanah;    
c.  cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air    tanah;    
d.  kelembagaan pengelolaan air tanah; dan       
e.  kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah. 
 

(3)    Inventarisasi air tanah dilakukan pada setiap cekungan air tanah.    


